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CI. BFII\I R GORO\TALO

PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO
NOMOR J TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOI-AAN SAMPAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan

wewenang kepada Pemerinbh Provinsi untuk menetapkan

kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan di wilayah Provinsi Goronbalo merupakan bagian dari

fungsi pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat dalam

meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang

lebih sehat sefta memberi manf;aat kesejahteraan bagi

masyaral(au

bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah

Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi perlu melakukan

pembinaan, pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah

Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tetang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 14, Tambahan Lembann Negara Republik

Nomor 3468);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua

atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

ReDublik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 1210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

476t);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentanq Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor

4Tahun 2004 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2011 seri 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH PROVINSI GORONTALO
dan

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN

MenetaDKAN : PER,ATUMN DAEMH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Reoublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo'

5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis

sampah rumah tangga;

7. sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari

dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal

dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,

fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;

sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;

lenis sampah adalah membedakan sampah berdasarkan komposisi dan

karaKeristik;

Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume,

karaKeristik, dan/atau sumber sampah;

sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam

dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;

sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses

alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;

Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;

Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perser@n

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah,

persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis n
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Penghasil sampah adalah setiap orang dan/abau akibat proses alam yang

menghasilkan timbulan samPah;
pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang

dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan

produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk

dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah,

memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah;

Membatasi timbulan sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui

penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang

sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan

yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau

kemasan yang ramah lingkungan;

Memanfaatkan kembali sampah adalah serangkaian program untuk menggunakan

ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang

masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu;

Mendaur-ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi

barang yang berguna setelah melalui suatu proses tedebih dahulu;

Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

suatu proses;

sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan;
penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;

pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;

pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara

atau tempat pengolahan sampah terpadu;

Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa

sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunggn sementara atau dari

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah

karaKeristik, komposisi, dan jumlah sampah;

pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media

lingkungan secara aman;

30. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke

tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah

terpadu; ll
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3l .Tempatpengo|ahansampahterpaduada|ahtempatdi |aksanakannyakegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan

pemrosesan akhir;

32. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan

sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;

33. KaraKeristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan

biologis;

34. sifat sampah adalah meliputi sifat fisik (keras, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah

terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai);

35. produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan

kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari

impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau

sulit terurai oleh Proses alam;

36. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi

dan/atau dimanfaatkan orang secara luas;

37. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang;

38. Sumber sampah adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah

rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat di daur ulang dan/atau

diolah;

39. Kompensasi Dampak Negatif (KDN) adalah pemberian imbalan kepada masyarakat

yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah

di tempat pemrosesan akhir;

40. Komoensasi Jasa Pelayanan (KJP) adalah besaran biaya yang wajib dibayar oleh

penerima layanan kepada pemberi layanan.

BAB II
RUANG UNGKUP

Pasal 2

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas:

a. Sampah rumah tangga

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

c. Sampah spesifik

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah

spesifik.
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(3)Sampahsejenissampahrumahtanggasebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

b berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,

dan/atau fasilitas lainnya'

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas

berkelanjutan, asas keharmonisan dan keSeimbangan, asas manfaat' asas keadilan,

asas keSadaran, a5as keberSamaan, asas keselamatan, aSaS keamanan, asas nilai

ekonomi.
Bagian Keclua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk

menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan untuk meningkatkan kesehaian masyarakat dan kualitas lingkungan sefta

menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

BAB IV
KEBIIAKAN PENGELOLMN SAMPAH

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi menetapkan

kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan

menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan mengacu kepada Kebijakan dan

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah' 
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(2) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. Arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan

oemanfaatan kembali sumber daya alam di daerah'

b. Target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waKu

tertentu.

c. Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan

pengurangansampahmeliputisampahorganikyangdapatdibuatkomposdan

samPah anorganik.

d. Dalam menetapkan kebijakan dan skategi daerah pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada data informasi

sampah yang lengkaP dan akurat

(3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang'

(4) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur'

BAB V
PENYELENGGARMN PENGELOLMN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengurangan SamPah

Pasal 6

(1) Pengurangan samPah meliPuti:

a. Pembatasan timbulan sampah;

b. Pendauran ulang sampah; dan/atau

c. Pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan clengan

cara:

a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang

dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau

kemasan yang sudah digunakan.

(3) Setiap orang dan/abu produsen wajib melakukan pengurangan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut

dimaksud Pada aYat

Perundang-Undangan

mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana

(1) ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan

Bagian Keclua
Pembatasan 

'l rmbulan Sampah

Pasal 7

(1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai

bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

b. MenghasillGn produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh

proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin'

(2) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan

menggunakanbahanyangdapa td i gunau lang ,dapa td i dau ru l angdan /a tau

mudah diurai oleh Proses alam.

( 3 ) K e t e n t u a n l e b i h | a n j u t m e n g e n a i k e g i a t a n p e m b a t a s a n t i m b u | a n s a m p a h

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan

oeraturan Perundang-Unclangan'

Bagian Ketiga
Pendauran Ulang SamPah

Pasal B

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

a . M e n y u s u n p r o g r a m p e n d a u r a n u | a n g s a m p a h s e b a g a i b a g i a n d a r i u s a h a
dan/atau kegiatannYa;

b.Menggunakanbahanbakuproduksiyangdapatdidaurulang;dan/atau

c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4)Set iaporangdan/atauprodusenwaj ibme|akukanpendauranu|angsampahyang

dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan

yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
I



(5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan bahan pangan

dan/ataukemasan|ainnya,pe|aksanaannyawajibmengikutiketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan malGnan'

Bagian Keempat
Pemanfaatan Kembali SamPah

Pasal 9

(1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a.Menyusunrencanadan/atauprogrampemanfaatankemba| isampahsebagai

bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi

Pengelolaan samPah;

b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

c . M e n a r i k k e m b a | i s a m p a h d a r i p r o d u k d a n k e m a s a n p r o d u k u n t u k d i g u n a

ulang.

(2) Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan

manusia dan lingkungan.

( 3 ) K e t e n t u a n | e b i h | a n j u t m e n g e n a i k e g i a t a n p e m a n f a a t a n k e m b a | i s a m p a h

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada ketentuan

perundang-undangan.;

BAB VI
PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pemilahan

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan

sampah, serta melakukan pemilahan sampah rumah tangga daniatau sampah

sejen issampahrumahtanggaSecaraamanbagikesehatandan| ingkungan.

(2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis

sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan

lingkungan mulai dari hulu sampai hil ir.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan

Drasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan

lingkungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah rumah tangga, sampah

sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi
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kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu

Dada ketentuan perundang-undangan'

Bagian Keclua
PengumPulan SamPah

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana sena

melakukan pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan'

(2) Stiap orang wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan

dan lingkungan'

(3)Penge|olakawasanpermukiman,kawasankomersia| ,kawasanindustr i ,kawasan
khusus , fas i | i t asumum, fas i | i t assos ia | ,dan fas i | i t as la innyaharusme lakukan
pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan SamPan

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana sena

melakukanpengangkutansampahsecaraamanbagikesehatandan|ingkungan.
(2)Penge|o|akawasanpermukiman,kawasankomersia| ,kawasanindustr i 'kawasan

khusus , fas i l i t asumum, fas i | i t assos ia | ,dan fas i | i t as |a innyadapa tme |akukan
pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengangkutan sampah secara aman bagi

kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mengacu pada ketentuan perundang-unclangan '

Bagian Keempat
Pengolahan samPah

Pasal 13

(1) Pemerintah Provinsi dalam pengolahan sampah lintas daerah dapat menyediakan

sarana oan prasarana pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan

lingkungan;

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana sefta

melakukan pengotahan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan t



(3)Penge|o|akawasanpermukiman,kawasankomersia| ,kawasanindustr i ,Kawasan

khusus, fasi|ita' umum, fasi|itas sosial, dan fasilitas lainnya dapat me|akukan

pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan

rencanatataruangwilayahKabupaten/Kotayangditetapkan;

(5) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan:

a. lenis usaha;

b. KaPasitas usana;

c. Dokumen Lingkungan'

(5) .Ketentuan|ebih lanjutmengenaipengo|ahansampahsecaraamanbagikesehatan

dan |ingkungan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

mengacu pada ketentuan perundang-undangan'

Pasal 14

( 1) Setiap orang yang melakukan pengolahan sampah wajib menghasilkan produk

yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(2) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan

produkyangmemenuhibakumutubahanberbahayadanberacunyangditetapkan

oleh Pemerintah;
(3) Setiap produk yang tidak memenuhi

claoat:

persyaratan sebagaimana dimaKud ayat (2)

a. Diproses di tempat pemrosesan akhir

b. D'rjadikan bahan bakar.

Bagian Kelima
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 15

( 1 ) P e m e r i n t a h P r o v i n s i m e m f a s i | i t a s i p e m b a n g u n a n s a r a n a c l a n p r a s a r a n a

o e m r o s e s a n a k h i r s a m p a h | i n t a s d a e r a h y a n g a m a n b a g i k e s e h a t a n c l a n

lingkungan;

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan

akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(3)PemerintahKabupaten/Kotawaj ibme|akukanpemrosesanakhirsampahsecara

aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan

pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; J



Pasal 16

(1)PemerintahKabupaten/Kotada|amme|aksanakanpemrosesanakhirsampahwajib

meneraPkan sistem:

a. Control landfill;

b. Sanitary landfill;

c. Insinerasi;

d. Pemanfaatan biomassa atau;

e. Pemanfaatan gas metan.

(2)PemerintahKabupaten/Kotadalammenerapkansistemsebagaimanadimaksud

pada aYat (1) wajib memenuhi :

a. Baku mutu limbah cair;

b. Baku mutu air limbah;

c. Baku mutu limbah berbahaya dan beracun;

d. Baku mutu emisi udara.

(3) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimakud pada ayat (1) wajib dilengkapi

dengan prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan;

(4 )Ke ten tuan |eb ih |an ju tmengena iPenerapans is temBakumutusebaga imana

dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan perundang-undangan'

Pasal 17

(1) Gubernur memfasilitasi kerja sama antar daerah untuk menyelenggarakan

pemrosesan akhir samPah.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah dapat

bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;

Bagian Keenam
Penetaoan Lokasi Pemrosesan Akhir

Pasal 18

(1) Dalam penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah harus sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan;

(2) Dalam penetapan tempat pemrosesan akhir sampah harus mempertimbangkan:

a. Kelayakan lingkungan

b. Teknologi

c. Hidrologi



d, Kemiringan zona

e. Jarak dari Lapangan Terbang

f. l ldakbo|ehberadadidaerah| indung/cagaralamdandaerahbanj i rper iode

ulang 25 tahun dan/atau;

g. Peraturan perundangan yang terkait'

Bagian Ketujuh
KomPensasl

Pasal 19

(1) Kompensasi yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah:

a. KomPensasi DamPak Negatif

b. KomPensasi Jasa PelaYanan

(2)PemerintahdanPemerintahDaerahsecarasendir i -sendir iataubersama-Sama
dapatmemberikankompensasikepadaorangsebagaiakibatdampaknegatifyang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampan

(3) Dalam pemberian kompensasi harus mempertimbangkan:

a. KeDastian tentang dampak negatif'

b. Data pengawasan dan pemantauan dampak negatif

c. Jenis damPak negatif

d. Besar dan pentingnya dampak negatif

(4) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah berupa:

a. Pencemaran air

b. Pencemaran uoara

c, Pencemaran tanah

d. Longsor
e. Kebakaran dan;
f. Ledakan gas methan

(5) Jenis-jenis kompensasi yang diberikan dapat berupa:

a. Pemulihan kualitas lingkungan

b. Biaya kesehatan dan Pengobatan
c. Relokasi Penduduk
d. Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan

e. Kompensasi dalam bentuk lain

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur

dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

J



Bagian KedelaPan
Perlindungan Pekeria

Pasal 20

Pengelola penanganan sampah wajib menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan

pekerja yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh

oemerintah.
Bagian Kesembilan
Penanggulangan

Pasal 21

(1) Pengelola penanganan sampah beftanggung jawab atas penanggulangan

kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya

sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur

penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup'

(3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi

tentang standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan

pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.

(4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan

kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah

Daerah sesuai kewenangannYa.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup

akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi'

(6) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5)

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan

Bagian KesePuluh
Tanggap Darurat dan Pemulihan

Pasl 22

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem

tanggap darurat dalam penanganan sampah

(2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:

a. Tldak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;

h' t



b. Tldak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat

Demrosesan akhir;

c. Tldak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau

tempat Pemrosesan akhir;

d. Menimbulkan dampak besar dan penting.

(3) Kebijakan tanggap darurat meliputi:

a. Penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir

b. Penyediaan prasana dan sarana kondisi tanggap darurat

c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas

lingkungan

d. PenetapankomPensasi

(4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi

tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat'

(5) penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan

kejadian darurat sampah kepada Bupatif/valikota dan/atau Gubernur dan/atau

Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sistem tanggap darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/walikota sesuai

kewenangannya yang didasarkan pada norma, standarr prosedur dan kriteria yang

diatur Pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem

tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaKud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupatifrvalikota mengacu kepada norma, standar,

prosedur dan kriteria yang diatur Pemerintah.

Pasal 23

( 1) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur

pemulihan kualitas lingkungan'

(2) penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi

tentang standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan kepada

masyarakat.

(3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan

pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Bupati/walikota dan/atau

Gubernur dan/atau Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pernerintahan di bidang pekerjaan umum. 
\
I



(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan pencemaran kualitas lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) mengacu pada ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sesuai Norma, Standar, Kriteria dan Proseclur

yang ditetapkan Pemerintah

BAB VII
PEMN MASYAMKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Peran sebagaimana dimakud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah

b. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam

pengelolaan samPah

c. Pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/

atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

d. Pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan

sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama clengan

Pemerintah Daerah

(3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, b dan c, dapat disampaikan

kepada pemerintah daerah secara lisan dan tertulis

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara peran masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSEI.JTIF

Pasal 25

(1) Penghasil sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah sebagai

bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan insentif.

(2) Penghasil sampah yang tidak melaksanakan program pengurangan sampah

sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan

disinsentif.



(3) lnsentif dalam pengelolaan sampah meliputi:

a, Insentif langsung

b. Insentif tidak langsung

(4)Insent i f |angsungsebagaimanadimaksudpadaayat3hurufadapatberupa:

a, Uang tunai

b. Bahan dan Peralatan
(5)Insent i f t idaklangsungsebagaimanadimaksudpadaayat3hurufbdapatberupa:

a. Insentiffiskal
b. Insentif jasa PelaYanan
c. Insentif sosial

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk insentif dan disinsenuf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengacu pada

ketentuan Perundang-unclangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PENEMPAN TEKNOLOGI

Pasal 26

(1 )Bupa t idana tauwa | i ko tadapa tmengembangkansecaraswadayapenerapan

tekno|ogipengurangandanpenanganansampahyangramah| ingkungansesuai

dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah

(2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi

spesifik lokal untuk pengelolaan sampah

( 3 ) G u t r e r n u r , B u p a t i , d a n a t a u w a | i k o t a m e m f a s i | i t a s i s e t i a p o r a n g y a n g

mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan

samDah

BAB X
KER'ASAMA DAN KEMITRMN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah

dalam Pengelolaan sampah

(2)Ker jasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdiwujudkanda|ambentuk

kerjasama dan/ atau pembuatan usaha bers;:lma pengelolaan sampah dengan 
h

berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku -.-J



(3)Gubemurmemfasi | i tas iker jasamaantaraPemerintahDaerahKabupaten/Kota

dalam Pengelolaan samPan

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 28

(1 )Pemer in tahKabupa ten /Ko tada lamme|aksanakanpenge |o |aansampahdapa t

bermitra dengan Pihak ketiga;

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk

perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga yang

bersangkutan;

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. subjek kerjasama,

b. objek kerjasama,

c. ruang lingkuP kerjasama,

d. hak dan kewajiban Para Pihak'

e. jangka waKu kerjasama'

f. pengakhirankerjasama,

S. keadaan memaksa, dan

h. penyelesaian Perselisihan

(4) Gubernur memfasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki

izin dari Gubernur, Bupati dan/atau walikota sesuai dengan kewenangannya

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

a. Lokasi

b. lenis Usaha

c. Dokumen Lingkungan

d. Kapasitas Usaha

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan' q
I



BAB XII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 30

(1 )Pemer in tahProv ins imengembangkan je ja r ings is temin fo rmas ipenge |o |aan

sampah sebagai basis data

(2) pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan basis data dan informasi

pengurangan dan penanganan sampah yang lengkap, akurat' dan terhubung

denganjejar ingsisteminformasipenge|o|aansampahsebagaimanadimaksud
pada ayat (1)

BAB XIII
PEMBTAYMN

Pasal 31

(1) Dalam penyetenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah

b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

c. Kompensasi jasa PelaYanan; dan

d. Sumber-sumber dana lainnya yang san'

(2) Pelaku usaha wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal

dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan'

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasititas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat berpartisipasi

dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

a. Memindahkan atau membuang sampah ke dalam dan/atau dari dalam daerah

Provinsi Gorontalo tanpa izin Gubernur

b. Mengimpor sampah

c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun

d'Menge|o|asampahyangmenyebabkanpencemarandan/atauperusakan|ingkungan

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan t{
I



f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat

oemrosesan akhir
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan

samoan

BAB XV
PEMBINMN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

program pengelolaan sampah meliputi :

a. Sosialisasi dan diseminasi mengenai p€raturan perundangan yang berkaitan dengan

pengelolaan sampah

b. Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dalam

pengurangan sampan
c. Pembangunan proyek percontohan program pengelolaan sampah

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah sesuai

kewenangannya dan serta mengkoordinasikan pengawasan pengelolaan sampah

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau

Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

BAB XVI
PENDIDIKAN DAN KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 35

(1) Pemerintah Provinsi menanamkan paradigma baru pengelolaan sampah yang

berwawasan lingkungan sejak dini melalui jalur pendidikan dan pelatihan. 
I



(2)Ketentuanlebih|anjutmengenaiPendidikandanpelatihansebagaimanadimaksud

ayat (1) mengacu paoa ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kedua
KamPanYe

Pasal 36

pemerintah Provinsi melakukan kampanye dan komunikasi kepada masyarakat melalui

med ia in fo rmas iUn tukmenanamkann i la i -n i | a ipenge |o laansampahyangba ikdan

berwawasan lingkungan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTMNF

Pasal 37

(1) Gubernur dapat menerapkan sanksi adiministratif kepada pengelola sampah yang

melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan

(2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat berupa:

a. Paksaan Pemerintah

b. Uang Paksa, dan/ atau

c. Pencabutan izin

(3)Ketentuan|ebih|anjutmengenaipe|aksanaansanksiadministrat i fsebagaimana

dimaKud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketantuan peraruran

perundang-undangan.

BAB XVIU
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat

(2) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

mela|uipenyelesaiandi|uarpengadi|anataupunmela|uipengadi|an

(3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Y
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Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan

Pasal 39

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui:

a. Mediasi

b. Negosiasi

c. Arbitrase

d. atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat

mengajukannya ke pengadilan

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan

Pasal 40

(1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugaban perbuatan

melawan hukum

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mensyaratkan penggugat membuKikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan

hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 41

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan

sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi PersamPahan

Pasal 42

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan 
I



(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada

tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil

(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

a. berbentuk badan hukum

b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan

c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan

anggaran oasarnya

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana

di bidang pengelolaan sampah

c. meminta keterangan dan bahan buKi dari orilng berkenaan dengan peristiwa

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan buKi,

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat

d'rjadikan bukti dalam perkara tindak pidana pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang pengelolaan sampah

g. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia



h. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

BAB X(
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurufa,

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e

dan huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda

paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) llndak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

pelanggaran.

(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaKud pada ayat (1), pelanggaran terhadap

ketentuan pengelolaan sampah yang tidak memperhatikan norma, standar,

prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan

masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan

lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peratauran perundang-

undangan.

(5) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi

dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman

pidana yang lebih tinggi.

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan

disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Gorontalo.

BABn(I
KETENTUAN PEMUHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai

pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan dibawah

Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum dirubah dan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal I

&usrnNuR

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ,-, i.-,:ri-:- 2013
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI GORONTALO

1
A t - //lwr

prof. Dr.(tr .  Hj.  WIN]ARNI MONOARFA. N1s
PEI4B]NA UTAN4A

NIP 19621121 198503 2001

LEN4BARAN DAERAH PROPINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR i3..

HABIBIE



PEN]ELASAN

ATAS

PEMTURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERSAMPAHAN

UMUM

Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayah Provinsi

Gorontalo adalah salah satu segi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam

rangka mewujudkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat Gorontalo, clan

sebagai syarat terpeliharanya kesehatan masyarakat.

Dalam rangka memujudkan upaya pengelolaan sampah yang baik'

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, dukungan dari masyarakat Gorontalo

mutlak diperlukan.

Dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), Pemerintah Provinsi

diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan

sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah serta melakukan koordinasi, pembinaan

dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah juga didorong

meninggalkan paradigma lama yang bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah

dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir yang ternyata

membawa dampak besar pada menurunnya kualitas lingkungan. Adapun paradigma

baru pengelolaan sampah saat ini adalah pengelolaan sampah yang dimulai dari

sumbernya, memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi manusia.

Pemerintah menyadari keberhasilan pengelolaan sampah di Gorontalo ditentukan

oleh sikap, kepedulian dan kesadaran serta perilaku individu masyarakat Gorontalo

dalam mengurangi dan menangani sampah dihasilkannya'

Dalam konteks lokal, masyarakat Gorontalo sesungguhnya telah memiliki nilai -

nilai kearifan Religius dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, dimana

pengelolaan sampah dapat menjadi bagian di dalamnya yang merupakan modal sosial

untuk dapat mendukung dan mendorong kesadaran masyarakat agar memenuhi tujuan

peraturan daerah ini sesuai dengan harapan dan cita-cita yang tercantum dalam

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.



Akhirnya kita semua berharap melalui Peraturan Daerah ini, keberadaan dan citra

Gorontalo sebagai ikon muslim wiayah timur dengan keragaman adat istiadatnya, juga

ditunjang dengan kebersihan, kesehatan lingkungan, dan pengelolaan sampah yang

baik dan berwawasan lingkungan.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukuo lelas

Huruf b

Yang dimaksud sampah sejenis sampah rumah tangga adalah

sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial'

Kawasanindustry,kawasankhusus,fasil itassocial,fasil itasumum,

dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf C

Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang sifat,

Konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus'

Ayat (2)

Cukuo Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kawasan Komersial antara lain: pusat

perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restauran, tempat

wisata dan tempat hiburan'

Yang dimaksud Fasilitas Sosial antara lain terminal angkutan umum'

pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan

dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak temasuk kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum yaitu

antara lain, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan' rumah sakit, klinik'

puskesmas, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan

olahraga.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan

untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar

budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan

pengembangan teknologi tinggi. 
,--..\J



Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah pemerintah dan pemerintah daerah

mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak

m a s y a r a k a t t e r h a d a p | i n g k u n g a n h i d u p y a n g b a i k d a n s e h a t s e b a g a i m a n a

diamanatkan pasal 28h ayat (1) UUD 945'

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan

menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,

baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang'

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu

menggunakanpendekatanyangmenganggapsampahSebagaisumberdayayang

dapat dimanfaaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat'

Yang dimaksud asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah

oemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan

kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya'

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bawaha pengelolaan sampah yang

baik harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan keharmonisan adalah bahwa

pengelolaan sampah oleh seluruh pemangku kepentingan diselenggarakan dengan

memperhatikan prinsip - prinsip keseimbangan dan keharmonisan lingkungan

berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga

memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat

penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan semenulra,

tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau pemrosesan akhir sampah'

Pasal 5

Ayat(l) ,l
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CukuP Jelas

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Ayat (3)

Cukup lelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3) -.---_f



CukuP jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP lelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bahan pangan dan atau kemasan lainnya adalah
s e g a | a s e s u a t u y a n g b e r a s a | d a r i s u m b e r h a y a t i p r o d u k p e r t a n i a n ,
peikebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik
yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau
minumanyangd ikonsums imanus iadankemasanpanganada |ahbahan
yang digunakan untuk mewadahi dan membungkus pangan'

Pasal 9

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan

keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (a)



CukuP jelas

Pasal 11

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Ayat (s)

CukuP Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP lelas

Pasal 13

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (a)

CukuP Jelas

Ayat (5)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Ayat (6)

CukuP Jelas



Pasal 14

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Metoda in imerupakanpen ingka tandar iopendump ingd imanasecara

periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk

mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan' Dalam

operasiona|nyajugadi |akukanperataandanpemadatansampahUntuk

meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA.

Huruf b

Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional

dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi

gangguan yang timbul dapat diminimalkan

Huruf c

Metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran

Huruf d

J



Metodepemanfaa tangasyang te rben tukdar ip rosesdekompos is i

anaerobik samPah organik

Huruf e

Meto(lepemanfaatangasyangterbentukdariprosesdekomposisisampah

Pada landfill

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

Cukup Jelas



Huruf e

CukuP Jelas

Huruf f

CukuP Jelas

Huruf g

CukuP Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kompensasimerupakanbentukpertanggungjawabanpemerintahterhadap

penge|o|aansampahditempatpemrosesanakhiryangberdampaknegatif

terhadaP orang.

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (3)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (a)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

__1



Huruf d

CukuP Jelas

Huruf e

CukuP Jelas

Huruf f

CukuP Jelas

Ayat (5)

Huruf a

CukuP lelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Huruf e

CukuP Jelas

Ayat (6)

CukuP Jelas

Pasal 20

Kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja merupakan perlindungan
pekerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja'

Pasal 21

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Ayat (5)

Cukup lelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasr,l22

Ayat (1)
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Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Ayat (5)

CukuP Jelas

Ayat (6)

CukuP Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas



Ayat (5)

CukuP Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (3)

Cukup lelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada penghasil sampah yang

menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai dengan

proses alam dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Disinsentif dikenakan misalnya pada penghasil sampah yang yang

menggunakan bahan produksi yang sulit diurai dengan proses alam, sulit

diguna ulang dan/atau didaur ulang serta tidak ramah lingkungan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Ayat (4)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b



CukuP Jelas

Ayat (5)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Ayat (6)

CukuP Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Pase,l 27

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas



Huruf d

CukuP Jelas

Huruf e

CukuP Jelas

Huruf f

CukuP Jelas

Huruf g

CukuP Jelas

Huruf h

CukuP Jelas

Ayat (4)

CukuP Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

L ingkupper i j i nanyangd ia tu ro |ehpemer in tahan ta ra |a inmemuat

persyaraBnuntukmemperolehijin,jangkawaKuijindanberakhirnyaijin.

Ayat (2)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

CukuP lelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Pasal 31

Ayat (1)



Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP Jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Huruf d

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Paradigma baru pengelolaan sampah adalah bahwa pendekatan

pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir (end

pipe), akan tetapi pengelolaan sampah saat ini harus didasarkan pada

pandangan pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya,

berwawasan lingkungan, memiliki nilai ekonomi, dan bermanfaat bagi

manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

CukuP Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
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Cukup lelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang

d i lakukano |ehPemer in tahDaerahun tukmemu| ihkankua | i t as
lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang

ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan

dalam peraturan perundang - undangan'

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah

tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam

peraturan perundang - undangan sebagai pengganti dari

Pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah'

Huruf c

CukuP jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)

sengketa Persampahan merupakan perselisihan antara 2 (dua) pihak atau

lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan

dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan

akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b
CukuP lelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

dan/atau mengenai tindakan teftentu guna menjamin tidak akan

terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan

sam0ah.

Ayat (2)

CukuP jelas ?



Pasal 40

Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2)

CukuP Jelas

Ayat (3)

CukuP Jelas

Pasal 41

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu

orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok'

Pasal 42

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok yang terbentuk atas

kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan

kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata

dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan'

Ayat (3)

Huruf a

CukuP Jelas

Huruf b

CukuP jelas

Huruf c

CukuP Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas
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